
    
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA 

 

NOMOR      TAHUN 2015  

 TENTANG  

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI NOMOR 36 TAHUN 2012 TENTANG 
PERSYARATAN TEKNIS ALAT DAN PERANGKAT PEMANCAR TELEVISI SIARAN 

DIGITAL BERBASIS STANDAR DIGITAL VIDEO BROADCASTING TERESTRIAL– 
SECOND GENERATION 

 
 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

 

 

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, 
  

 

 

Menimbang   : a. 
 

 
 

 
 
b. 

 
 

 
 
 

c. 
 
 

 
 

 
 
 

 

bahwa persyaratan teknis alat dan perangkat pemancar 
televisi siaran digital berbasis standar digital video 

broadcasting terrestrial–second generation telah diatur 
dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 

Nomor 36 Tahun 2012;   
 
bahwa berdasarkan standar internasional dan masukan 

dari industri dalam negeri, parameter Spurious Emission 
pada perangkat pemancar televisi siaran digital berbasis 

standar digital video broadcasting terrestrial–second 
generation perlu disesuaikan;    

 
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Perubahan 
atas Peraturan Menteri Nomor 36 Tahun 2012 tentang 

Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Pemancar Televisi 
Siaran Digital Berbasis Standar Digital Video 
Broadcasting Terrestrial – Second Generation; 

 

 

Mengingat   : 1. 
 

 
 
 

2. 
 

 
 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang 
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor  3881); 
 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor166, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

 



    
 

 

 

3. 
 
 

 
 
4. 

 
 

 
 
5. 

 
 

 
 
 

6. 
 
 

 
 

7. 
 
 

8. 
 

 
 
9. 

 
 
 

 
 

10. 
 
 

 
 
11. 

 
 

 
 
 

 
 

 
12. 
 

 
 
 

 
 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang 
Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2002 Nomor 139, Tambahan Republik Indonesia 

Lembaran Negara Nomor  4252); 
 
Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang 

Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  3980); 
 
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang 

Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor  4485); 
 

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang 
Lembaga Penyiaran Swasta (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 127, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4566); 
 

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang 
Kementerian Komunikasi dan Informatika; 

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM 3 Tahun 
2001 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat 

Telekomunikasi; 
 

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 
03/PM.Kominfo/5/2005 tentang Penyesuaian Kata 
Sebutan Pada Beberapa Keputusan/Peraturan Menteri 

Perhubungan yang Mengatur Materi Muatan Khusus di 
Bidang Pos dan Telekomunikasi; 
 

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 
17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan 

Tata Usaha Kerja Kementerian Komunikasi dan 
Informatika; 
 

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 
29/PER/M.KOMINFO/09/2008 tentang Sertifikasi Alat 

dan Perangkat Telekomunikasi sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Komunikasi Nomor 1 Tahun 
2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Komunikasi dan Peraturan Menteri Komunikasi dan 
Informatika 29/PER/M.KOMINFO/09/2008 tentang 
Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi; 

 
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 

15/PER/M.KOMINFO/7/2011 tentang Penyesuaian Kata 
Sebutan pada Sejumlah Keputusan dan/atau Peraturan 
Menteri Komunikasi dan Informatika yang Mengatur 

Materi Muatan Khusus di bidang Pos dan Telekomunikasi 
serta Keputusan dan/atau Peraturan Direktur Jenderal 

Pos dan Telekomunikasi; 



    
 

 

 

13. 
 
 

 
 
14. 

 
 

 
 

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 
22/PER/M.KOMINFO/11/2011 Tentang Penyelenggaraan 
Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak 

Berbayar (Free To Air);  
 

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor  
5/PER/KOMINFO/2/2012 tentang Standar Penyiaran 
Televisi Digital Televisi Digital Terestrial Penerimaan 

Tetap Tidak Berbayar (Free To Air). 
 

 

MEMUTUSKAN: 
 

 

Menetapkan  : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI 

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 36 TAHUN 2012 
TENTANG PERSYARATAN TEKNIS ALAT DAN PERANGKAT 
PEMANCAR TELEVISI SIARAN DIGITAL BERBASIS 

STANDAR DIGITAL VIDEO BROADCASTING TERRESTRIAL– 
SECOND GENERATION. 
 

Pasal I 
 

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Nomor 36 

Tahun 2012 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat 
Pemancar Televisi Siaran Digital Berbasis Standar Digital 
Video Broadcasting Terestrial Second Generation,  dalam 
BAB II Ketentuan Umum, angka 2.4 R.F Output dan angka 
2.7 Persyaratan Electromagnetic Compatibility EMC diubah 

sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

Peraturan Menteri ini.   

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



    
 

 

 

Pasal II 

 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan.  

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

Pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 
dalam Berita Negara Republik Indonesia.  
 

 

    Ditetapkan di  Jakarta 
    pada tanggal                        2015  

    
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

REPUBLIK INDONESIA, 
 
 

 
RUDIANTARA 

 
Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal       

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

                  REPUBLIK INDONESIA, 
 
 

 
 YASONNA H. LAOLY 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 
 
Karo Hukum Dirjen SDPPI Sekjen Kemkominfo 

   
 

Konseptor : Kasubdit Teknik Komunikasi Radio  (Jhon Burman S.) 
Pengetik : 1.  Staf Kasi Perangkat Komrat (Fajar Prasanti) 
  2.  Staf Subag PRP  (Siti Nuromlah) 
Pemberi Nomor : TU Biro Hukum 
Reviewer 1 : Sekditjen SDPPI (Sadjan ) 
Reviewer 2 : Direktur Standardisasi (Bambang Soseno)   
Reviewer 3 : Kepala Biro Hukum (Susilo Hartono) 
Reviewer 1 : Dirjen SDPPI (M. Budi Setiawan) 
Reviewer 2 : Sekjen Kemkominfo (Suprawoto)  

 

 
 

 
 

   

 

 
 

 



    
 

 

 

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN 
INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR         TAHUN 2015 
TENTANG   

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI 
NOMOR 36 TAHUN 12 TENTANG 
PERSYARATAN TEKNIS ALAT DAN 

PERANGKAT PEMANCAR TELEVISI SIARAN 
DIGITAL BERBASIS STANDAR DIGITAL VIDEO 
BROADCASTING TERRESTRIAL–SECOND 
GENERATION 
 

PERSYARATAN TEKNIS ALAT DAN PERANGKAT PEMANCAR TELEVISI 
SIARAN DIGITAL BERBASIS STANDAR DIGITAL VIDEO BROADCASTING 

TERRESTRIAL–SECOND GENERATION 
 
2.4  RF Output 

  Output Power   : 1W - 20.000 W rms 
  Output Impedance  :  50 Ω 

        MER rms  :  ≥ 31 dB  
  Shoulder distance   :  ≥ 36 dB  

  Frequency Respons            :  < ± 0,5 dB  
  Compliance with Spectrum mask filter    :  ETSI EN 302 755  (dengan  

            output  band pass filter) 
  Spurious emission                   :    ≥ 60 dB  

  (Selisih dari peak signal Carrier  
   terhadap signal Spurious) 

 
2.7. Persyaratan Electromagnetic Compatibility (EMC) 

Persyaratan Electromagnetic Compatibility (EMC) mengacu pada      

rekomendasi CISPR 22  atau yang setara. 
       

                    
    

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

REPUBLIK INDONESIA, 
 

 
 

RUDIANTARA 
 

Karo Hukum Dirjen SDPPI Sekjen Kemkominfo 

   
 

 
 


